
WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI」AWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR,,TAHUN Z018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PELAPORAN,PEMBAYARAN DAN

PENGAWASAN PA」AK DAERAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

C.

Mengingat : 1.

b.

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa agar penempalan alat/sistem elektronik pada
obyek pajak dalam rangka mendukung pengawasan
terhadap Wajib Pajak dapat be{alan dengan efektif dan
efisien, perlu dukungan dari Wajib pajak;

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana
huruf a, maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun
2018 tentang Pelaporan, Pembayaran dan pengawasan
Pajak Daerah melalui Sistem Elektronik, perlu ditinjau
kembali;

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada hurufa dan huruf b di atas, maka perlu membentuk
Peraturan Watikota Semarang tentang perubahan atas
Peraturan Walikota Semarang Nomoi 12 Tahun 201g
lentang Pelaporan, Pembayaran dan pengawasan pajak
Daerah melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang Nomor L6 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa yogzakarta;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun l9g1 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209); 
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3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun L992 tentang
Perbankan (Irembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1998

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
I",embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang
Pengadilan Pqjak (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (l.,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor l9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer
Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 39, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5204);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679],;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976
Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tal:^un 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O10 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
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17 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan
di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
dalam Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinery'a Instansi Pemerintah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 1 Tahun 20 10 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambah an l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179 );

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tent-ang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemugutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950 );

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan ([rmbaran Negara Republik
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Menetapkan

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015

tentang Pembentukal Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);

27. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2l19lPBl/2OOO
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah
atan lzin Tertulis Membuka Rahasia Bank;

28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E,

Tambahan kmbaran Daerah Kota Semarang Nomor 1),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2O13

Nomor 5, Tambahal Lembaran Daerah Kota Semaralg
Nomor 83);

29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Semarang (lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor l4,Tambahanl,embaran
Daerah Kota Semarang Nomor 1 14);

30. Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2108
tentang Pelporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak
Daerah Melalui Sistem Elektronik (Berita Daerah Tahun
2018 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

: PERUBAHAN  PERATURAN WALIKOTA  SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG   PELAPORAN,
PEMBAYARAN  DAN  PENGAWASAN  PA」 AK  DAERAH
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

′
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan walikota Nomor 12 Tahun 2olg
tentang Pelaporan, Pembayaran Dan pengawasan pajak Daerah Melalui
sistem Elektronik (Berita Daerah rahun 2o18 Nomor 12) diubah sebagai
berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 8 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat
(la) dan ayat (1b) sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam rangka pengawasan terhadap wajib pajak, Walikota
menempatkan alat/sistem elektronik pada obyek pajak.

(1a) Penempatan alat/ sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkoordinasi dengan Wajib pajak

(lb) Wajib Pajak memberi dukungan terhadap penempatan
alat/ sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat
digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan atau
pemeriksaan pajak.

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal gA
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1b), dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. teguran/ peringatan ;

b. penutupan sementara usaha; dan/ atau
c. pencabutan perijinan dan penutupan usaha.
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut;
a. teguran / peringatan diberikan oleh Walikota berdasarkal Berita

Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat
dipertanggunglawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7
(tujuh) hari sejak diterima;

b. apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf
a tidak dipenuhi, maka diberikan teguran/peringatan kedua
dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari;

c. apabila teguran / peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada
huruf b tidak dipenuhi, maka diberikan teguran/ peringatan
ketiga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari; p
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d. apabila teguran/peringata.n ketiga sebagaimana dimaksud pada

huruf c tidak dipenuhi, maka dilakukan penutupan sementara
untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d
sudah terlampaui maka dilakukan pencabutan perijinan dan
penutupan usaha.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkandi Semarang

Padatanggal r5 Aguslus 2ol8

Diundangkan di Semarang

pada tangga1 15 ハタuダuS 2°13

巧.SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADl
し

BERITA DAERAH KOTASEMARANG TAHUN 20:3 NOMOR


